
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN PEJABAT 

GUBERNUR JAWA BARAT OLEH MENDAGRI 

BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 

TENTANG PILKADA  DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - 

UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL 

NEGARA 
 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk menempuh salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. 

Oleh : 

Pandu Alfarisyi Giantara Yuda 

41151010140132 

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara 

Pembimbing :  

Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum. 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA 

BANDUNG 

2018 



JURIDICAL REVIEW OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS 

BASED ON THE LAW NUMBER 10 OF 2016 ABOUT THE 

ELECTION IS RELATED TO THE LAW NUMBER 5 OF 2014 

ABOUT THE APPARATUS CIVIL 

THESIS 

This Thesis Applies To Fulfill The Final Assignment Session And Obtain The Law 

Degree Of Langlangbuana University Bandung 

By: 

Pandu Alfarisyi Giantara Yuda 

4115101040132 

Advisor : 

Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum. 

 

 

 

 

 

FACULTY OF LAW 

LANGLANGBUANA UNIVERSITY 

BANDUNG  

2018 



 

 

ii 

PERNYATAAN 

Nama     : Pandu Alfarisyi Giantara Yuda 

Nomor Pokok Mahasiswa  : 41151010140132 

Jenis Penulisan Tugas Akhir  : Skripsi 

Judul Penulisan Tugas Akhir  : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

PENGANGKATAN PEJABAT GUBERNUR JAWA BARAT OLEH 

MENDAGRI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 

2016 TENTANG PILKADA  DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - 

UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL 

NEGARA”. 

Menyatakan skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan 

plagiat. Seluruh refrensi orang lain yang dikutip dalam skripsi ini, saya lakukan 

dengan menyebut sumbernya secara jelas. Apabila kemudian hari terbukti bahwa 

tugas  akhir ini adalah plagiat, saya menerima sanksi akademik sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. 

Demikian pernyataan ini saya buat secara sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari 

pihak manapun juga.  

Bandung, 7 Oktober 2018 

 

 

 

Pandu Alfarisyi Giantara Yuda 

(41151010140132) 



 

 

ii 

ABSTRAK 

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh dikeluarkannya Undang - Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah , Undang - Undang 

Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Mentri Dalam 

Negri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Cuti di Luar Tanggungan 

Negara. Dalam implementasi kebijakan pelantikan Pejabat Gubernur Jawa Barat 

Komjen Mochamad Iriawan. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif - analisis, artinya penelitian 

ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana kedudukan Undang - Undang 

Nomr 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang - Undang 

Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara. Sedangkan pendekatannya 

dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis - normatif, maka 

untuk mencari data yang digunakandititik beratkan kepada data sekunder, yaitu 

melalui data pustaka. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa pelantikan Pejabat Gubernur Jawa 

Barat Komjen Mochamad Iriawan sudah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 

10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi dalam 

pelaksanaannya pelantikan Pejabat Gubernur Jawa Barat Komjen Mochamad 

Iriawan tersebut tidak melihat Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian Republik Indonesia, yang menjadi tidak sesuai pengangkatan Pejabat 

Gubernur oleh Mentri Dalam Negri tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This study is motivated by the issuance of the law  number 10 of 2016 about the 

Election of regional heads, the low number 5 of 2014 about the aparatus civil, 

and the indonesia minister of home affairs's rule no. 1 of 2018 is about coverage 

leaving abroad. In the implementation of the policy of the inauguration of 

executor west java governor, Komjen Pol. Drs Mochamad Iriawan, S.H,. MM,. 

M.H. 

The  type of this research is descriptive-analysis research. It's meant this study is 

intended to describe how the position of the low number 10 of 2016 about the 

election of the regional heads an the law number 5 of 2014 about of the apparatus 

civil. This study used a juridical-normative approach. In finding the datas,this 

study used emphasized on secondary data,library data. 

This result of the study indicates that the inauguration of the executor west java 

governor Komjem. Pol. Drs. Mochamad Iriawan, S.H,. M.M., M.H. by President 

who appoints the Minester of Home affairs, related to the law number 10 of 2016 

about the election of regional heads. However,  the ninister of home affairs has 

ruled out the law number 2 of 2002 about the indonesian national police, which is 

clearly regulated in article 28 paragraph (3). It states that "the members of the 

indonesian national police can occupy the position at the oitside of police after 

resigning or retiring from the police service". 
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